Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS SUPRIYADI
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 168772
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/310 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 585.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

2. MOTOR, HONDA NMAX 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

390.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.389.000.000
. HUTANG Rp. 559.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.830.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE SYARIEF HIDAYATULLAH

2. Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK . 252879
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah Seluas 1.352 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/10 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 133.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 578.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 737.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.202.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

2.

MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 SEDAN Tahun 1996, HASIL
SENDIRI Rp. 17.000.000

MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 2.300.000

Rp.

Rp.

3.800.000.000

149.300.000
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3.  MOBIL, SUZUKI AKN415F (4X2) A/T MINIBUS Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. =

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.300.000

F. HARTA LAINNYA Rp. oo

Sub Total Rp. 4.029.600.000

. HUTANG Rp. s-=-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.029.600.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2024

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : LUTFI MUJAHIDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 266395
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/204 m2 di KAB / KOTA
NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA INOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

4. MOTOR, VARIO MATIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

1.355.000.000

149.000.000

6.400.000

750.000
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 1.511.150.000

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.511.150.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : MASSAPUTRO DELLY TRI PAMUNGKAS
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK . 245440

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/45 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 5.700.000
2.  MOBIL, TOYOTA CALYA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX V CVT Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 467.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

[ll. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.300.000.000

572.700.000

70.000.000
4.077.200
64.471.897
3.011.249.097
1.047.295.789
1.963.953.308

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAUNDRA BAYYU AJIE

2. Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK . 258977
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/40 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 761.000.000
2. Tanah Seluas 1.522 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 761.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
420.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

mm o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.752.000.000

650.000.000

45.500.000

30.040.000

2.477.540.000

2.477.540.000

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2024

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETIAWANDI HAKIM

2. Jabatan : KEPALA BIDANG

3. NHK . 424700
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

10.

11.

Tanah Seluas 1.827 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 916.000.000

Tanah Seluas 3.200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.651.000.000

Tanah Seluas 926 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 465.000.000

Tanah Seluas 4.290 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 2.147.000.000

Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 377.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/21 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/50 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 262.000.000

Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 311.000.000

Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 311.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.052.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA

Rp.

13.670.000.000
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SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000
12. Tanah Seluas 1.678 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 2.619.000.000
13. Tanah Seluas 2.055 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 2.157.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.450.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.450.000

2. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

195.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 650.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.800.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 13.875.900.000
. HUTANG Rp. -
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 13.875.900.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



